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Kata Kunci: Perlindungan dalam KUHAP dipakai sebagai Pedoman kerja, Kondisi-kondisi yang berpengaruh dalam proses Penegekan Hukum.
 Salah satu aspek pembaharuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dimana tersangka dari tingkat pendahuluan yaitu pada tahap penyelidikan sampai dengan tingkat pemidanaan yaitu pada saat pelaksanaan putusan hakim dijamin hak asasinya.

Permasalahan   yang   akan   dikaji adalah: (1) Apakah Konsep Perlindungan dalam KUHAP dipakai sebagai Pedoman kerja Polisi/ Jaksa/ Hakim dalam melakukan dalam melakukan Proses Penegakan Hukum? (2) Apa kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap Penegak Hukum dalam melakukan Proses Penegakan Hukum yang menghormati hak-hak tersangka/terdakwa?

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti dapat secara langsung bertanya dengan para pelaku yang bersangkutan, dengan demikian akan lebih mendapatkan informasi dan data-data yang valid. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan smber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung, dengan berpedoman pada suatu daftar pertanyaan terstruktur yang bersifat terbuka. Metode analisis data menggunakan metode analisis interaksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: (1) Konsep Perlindungan dalam KUHAP dipakai sebagai Pedoman kerja Polisi/ Jaksa/ Hakim dalam melakukan dalam melakukan Proses Penegakan Hukum , digunakan oleh aparat penegak hukum yakni Aparat penegak hukum di setiap pemeriksaan sepenuhnya memegang asas Praduga Tak bersalah dalam menjalankan tugasnya terhadap tersangka/ terdakwa yang terkena kasus pidana yaitu bahwa seorang tersangka/ terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap Penegak Hukum dalam melakukan Proses Penegakan Hukum yang menghormati hak-hak tersangka/terdakwa seperti tujuan orientasi organisasi, pengalaman penegak, sifat tugas, kapasita penegak yang dijalankan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Kesimpulan yang penulis peroleh adalah: (1) konsep perlindungan dalam KUHAP digunakan sebagai pedoman kerja aparat penegak hukum dalam memberikan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa seharusnya mengacu pada asas-asas yang ada di dalam UU No.8 Tahun 1981 KUHAP. (2) Kondisi-kondisi yang berpengaruh dalam proses Penegekan Hukum dalam menghormati hak-hak tersangka/terdakwa adalah organisasi, pengalaman penegak, sifat tugas, kapasita penegak yang dijalankan.

Demikian penulis menyarankan para pihak terkait adalah : (1) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para aparat penegak hukum serta meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa, Para aparat penegak hukum memegang teguh asas praduga tak bersalah, perlakuan yang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. (2) kondisi-kondisi tersebut harus lebih diutamakan dan dipahami oleh aparat penegak Hukum, serta aparat penegak hukum juga mempunyai kemampuan dan wawasan yang luas untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum 
